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Qv']lJBru'llJK SiJL'&1iI~1 mNGGAKA 

PBRATVItAI' DABRAH PROVIliSl SULAWBSI TE50GARA 
"":.: 	.. ": 

, 	 lfOM:OR. :'f_TABUN 2013 

'rEKTAN(i 

RBNCAtlA PE~GUNAJl JANGKA:.ENENGAH DAERAH (RPJMD) 
PROVIIfSI StJLAViESI TENOOARA ,TABUN' 2013-2018 ' , 

DBNGAN 'RAH~T TtJlIAlf YANG MAlIA BSA 
, , 

~' .'Gl1BBRNUR.,SULAWESI TENGGAR,4. 

'Menimbang : a.', bahwa ,untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 150 ayat (3) 
, hurtif c' Undang·UndangNomor ,32 Tahun 2004 tentang, 

Pemerintahan Daerah sebagaimana" telah diubah dua kali dan,';", ..:': 
terakhir de:t:lgan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 teritang: : ,,:, 
Penibahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun"2004 '. ' .. 
tentang Pemerintahf:irl Daerah, maka perlu, diausun Ren~ana.,: 
Pembangunan Jan~ Menengah Da.erah untukjangka wakt\l'S,; 
(lima) tahun dalam,',. rangka men~taplain Arab Kebijakan ' 
Keuangan' Daerah Sttategi Pembangunan Daerah, Kebijak;an '" , 
UmumdanProgram$at\,lan KeIja Peranglait Oaerah; " 

b. 	 bahwa visi, misi, kebijakan dan program daerah Periode 2013-, 
, 2018 perlu dijabarkan sebagaipedoman ,l:>agl Satuan Ke~a 

,Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana KeIja Strategis' ' 
(Renstra) 'Satu~ KerjaPerangkat Daerah dan Renca.ria Kerja ' ' 
Pemerintah' Daerah (RKPD), juga sebagai pedoman bagi 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalamrnenyusun R~ncana 
:,Pembengul:l8.Il JangkaMenengahDaerah;, . , ' 

c. 	 : bahwa. . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim:ak:sud 
'huruf a dan huiuf b, make. perlumembentukPeraturan Oaerah 
tentang Rencana Pembangunan Janglal Menengah Daerah 

"(RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013..2018. 
, ' , 

'Mengirigat :' 1.' Pasa! ,18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repul?lik 

: Indonesia Tahun 1945; 


2. 	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan ' 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang,:,Undang Nomor· 2, 
Tahun ,1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah dan Daerah Tingkat I SWawesi Tenggara dengan', 

,merigubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. T~un 1960 teritang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi TJ,tara Tengah dan 
: Daer:ah Tingkat I Sulawesi Selatan ..Te~ggara(Lembaran Negara ' 

,Republj.k Indonesia' Tahun 1964 Nomor ,94, Tambahan,' 
,Lembara:n Negara Republik Indonesia Nomor 2681); 

3. 	 Undarig-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentah.g Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
RepubUk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan', 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ", ' ' 

.,..'-,,--- ­
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4. 	 Undang-UndangNomor32 Tahun 2004· tentang Pemerintahan: 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q04··.·· 
Nomor . 125, Tambahan Lembaran· Negara Republik Indonesia· 

.. 	 Nomor4437), sebagaimana telah diubah beberapa k8.li dan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor .12 Tahun 2008 tentang 

Per:ubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

:te~~g PeD;lerintahan, ·Daerah (Lembaran Negara Repub~ . 

. Indonesia Tahun 2008· Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara ' 
Republik Indonesia Nomor 4844);· . . 

5.' Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan, ' 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara 
,Republik Indonesia Tahun 2007· Nomor 33, Tambahan:" 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peratur~ Perundang-Undangan (Lembaran Negara. Republik 

. Indonesia T~un 2011 Nomor 82~ Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); . 

7. 	,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan, .. 
,.: Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun' ' 
'2005. Norp.or 140,' Tambahan Lembaran Negara Republik 
,Indonesia Nomor 4578); , . 

8.. 	 PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang , . 
Pembagian ; ,. urusan Pemerintahan Antar~, ' 
,Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi 	dan Pemerintahan .. ' 
Daerah Kabupaten IKota (Lembaran· Negara Republik Indonesia , 
Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) .. 

9. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang TahapaiJ., 
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia., 
Tabun 2008 Nomor 2 f, Tambahan Lembaran Negara Republik ' 
Indonesia Nomor 4871) . 

'/' " 
". Dongan Persetujuan Borsama 	 . 

',' 

DEWAN PERWAKILAN' RAKYAT DABRAB 
. : PROVINSI SULAWEsI TBKGGARA 

dan 

,GUB:pNt1R. $ULAWESITBNGGARA 
1',: 

", 	lB.ldUTUSKA!{ : 
, , 

Menetapkan:,PERATURAN ,DAERAB TENTANG RBNCAIfA, PBMBANGVNAN 
JANGKA MENENGAB' DABJtAH (RPJl4D) PROVINSI SULAWBSI 

. , TBNGG~ TABUlf' 2013~2018 . . . ' 

BAD I 
KBTBNTUAN,UMUM 

• < ... 

. Pasall 

, '.Dalam Peraw,r~Daerahini yang dimaksud dengan: 

'1. ,Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
2. 	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi· 

,Tenggara; . ' . 

. ___• ___ -'-__'r_~~; ____"-' - ­__. _____---~ , , . 
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, 3.' 	Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; ". 

4. 	 Badan Petencanaan, Pembangunan Daerah yang selanjutnya" 
disebut: Bappedaad~ Badan Perencanaan Pe1l1ban~~ ,', 

. Daerah Provinsr Sulawesi Tenggara; , 

'5. 	Satuan 'KerjaPerangb.,t Daerah yang seiarijutnya disingkat·' 
SKPD adaiahSatuanlCeIja Perangkat DaerahProvinsi SUlawesi., ' 
TehggElI"a.; , '," . ' "'•., " ,,' , 

'6." 	 Kepala ,SKPI? adalah 'Kepala Satuan Kerj~<:'Perangkat -Daerall 

Provinsi,S~we:s.i ,Tenggara; , .' , • ,"", 


. 7 .., Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa dep~ " 
yang tepat,' melalui urutan pilihail dengan memperhitungkan . ' 

, ':s'Ulllber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua 
komponen'daerah dalam rangka mencapai visi, misi dan tL\juan 

'. :yang meliputi Rencana. Pembangunan Jangka Panjang Daerah~,' 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan KeIja , 
PerangkatDaerah, Rencana Kerja Pemerintab Daerah, Renoana . 

. Pembangunan Tahunan Satuan KeIja Perangkat Daerah; 

8. 	 Rencana . Pemba,ngunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
'S~awe~d Tenggara Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disebut 
RPJMD Provinsi, Sulawesi Tenggara adalah Dokumen 
,Perencartaan Pembangunan Daerah', untuk Periode 5 .(llina)· " 

. tahun ter,hitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018;,.' , 

9. "Rencana 'Strategis Satuan' KeIja Perangkat Daerah.,' y~g'.' ',' 
selanjutnya ' disingkat Renstra-SKPD adalah Dokumen 

, Perencanaan Satuan KeIja Perangkat Daerah untuk Periode, 5 
.. (lima) tallun;, , 	 ' , 

: .: . . 	 , ., 

, 10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja: Perangkat' 
Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja, 

'Perangkat Daerah' (Renja-SKPD) adalah dokurnen Perenoanaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Perlode 1 (satl.l) tahun;, 

11. '. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diingankan 

pada akhir periode per.encanaan; 


12.' 	Misi adalah rumusan 'Ulllum mengenai upaya-upaya yang a.kan 

dilaksanakan urituk mewujudkan visi; 


13. 	 Strategi adalah langkah-langkah berisika.n program-program , 

, indikatif untuk menunjuld<anvisi danmisi; 


14. 	 Kebijakan adalah arah dan/atau tindakan yang diambU oleh 

Pemerintah Daerah u.ntuk mencapai tujuan; 


'15. 	 Pengendalian, adalah ,serangkaian kegiatan manajemen yang 
dimaksudkan untiJ.k inenjamin agar ,suatu program/kegiatan " 
yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yangditetapkan; , ',; . 

, 	 , ' 

,16. 	 Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan:,,'. 
,pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentiflkasi 'serta; ;:'"" 
mengantislpasipermasalahan yang timbul danI atauakaD.,,-: . " 
timbul tintuk dapat diambil tindakan sedini mungkini . 

17. Evalu~i adalah rangkaian kegiatan membandingkan reallsasi " . 
" masukan (input), kel~an (outpu~ dan hasil (outcome) terhadap 
, ,rencana dan stand8.t\ . . . ' 

~. -:-~--~---~... ­
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BAD II 
MAKSUD DAN TUJtJAN 

Pasa12 

, 	Maksud dan Tujuan' penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi' 
Tenggara Tahun 2013-2018 adalah: 

a. 	 sepagai pedoman ,penyusunan RENSTRA SKPD dan RKPD 

selama Tahun 2013-2018; , , , 


b. 	 sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerin~ ", ::' 
daerah. dibawah kepemimpinan Gubemur dan Wakil Gubemur ' 
terpilih; , ,,' 

,J ':', 

c. 	 sebagai tolak ukur penUaian keberhasUan Kepala SKPD dalain ". , 
melaks~akan pemban,gunan sesuai dengan tugae, fung~i;::, ,'., 
kewenangan dan tanggUng jawab masing"masing dalam upaya ' 

" ,mewujudkan visi"misi clan program ke,pala 4aerah; 	 , 

d. 	 sebagai', pedoman" s~luruh' pemangku ,kep~nting~'dalam 
~elaksanakan pembarigUnan di Provinsi Sul8.W'esi Tenggara~,' " '. , 

e., 	menjadi' pedoman DPRD dalam melaksanakan ,:, fungsr,' 

pongawasan 'dal~ 'rangka mengcndalikan,') pcnyclcnggaraan 

pemerintahan danpembangunan daerah agElil' sejalan dengan " 


: aspirasi . masyaz:aka,t sesuai denganprioritas dan sas,a.ran.." 
: progranJ. pe~bangun~, yang ditetapkan dalam 'Peraturan, 
Oaerah tentang RPJMD; 

f.mendukung 	 terlaksananya koordinasi antar pel~ 

pembangunan; . ' 


g. 	 menjaminterciptanya sinkronisasi dart sinergitas baik antar, 
wayah, antar roang, atSr fungsi pemerintah maupun antar 

,'pusat dan daerah; 

h., 	me~ja.m41, ~etertarikan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; 


i. 	 mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 

j. 	 menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; 


k. 	 memudahkan monitoring danevaluasi terhadap hasil capaian", 

kinerja pemerintahan daerah baik tahunan maupun Iiiha . 

tahunan. 


BABm 
RUANG LINGKUP 

Pasal3 
, 	 , ' 

Ruang UngkupRPJMD meliputi kebijakan keuangan daerah,," 

strategipembangunan .d~rah, kebijakan umum dan program' 

satuaIl kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat ' 

daerah dan programkewilayahan disertai' 'rencana keIja dalam 

kera.ngka regulasi dan kerangka. pendanaan yang bersifat indikatif' 

untuk: dUaksanakan pada Periode 2013·2018. 


,'; f'. 



BABIV 
SISTBMATIKA lSI DAN URAIAN RPJ'MD 

Pasa14 

(1)· Sistetru.Ltlka RPJMD· Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013~.· .:. 

.2018 disllsullsebagai berikut : . . . 


BASI: PENDAHULUAN 

BABII . GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ':. , 
.BAB III . GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 

BABIV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

BABV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
BABVI . STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM 
PEMBANGUNANDAERAH 

BAB·VIU·· ... INDlKASI RENCANA PROGRAM PRIORlTASDAN • 
KEBUTUHANPENDANAAN· . 

BAS IX PENE:rAPAN INDIKATOR KlNERJADAERAH 


BABX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAli :.:,

.:' ...

PELAKSANAAN 


BABXI PENUTUP 

, 	 . 

. (2) 	 lsi dan uraian RPJMD Provinsi Sulawesi Tertggara . 
sebagaimana :dimaksud pada ayat (1) tercantumda1~, .. 
Lampiran . yang . merupakan bagian tidak terpisahkail dan·,·· 
Peraturan Daerah ini., .; , 

.' '" BABV ", 
PENGENDALIAN.DAN EVALUASI RPJl\ID 

Pasa15 

(1)· Perigendalian pelaksanaan RPJMD. yang te1ah dituan~ . 

. kedalam Renstra dan Renja SKPD dilakukan oleh mas~g-· 

masing pimpiru;tn SKPD; 


(2) 	 : Kepala' Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil. 

pemantaun pelaksanaan RPJMD dati masing-masing SKPD 

sesuai dengan tugas dan ,kewenangannya. 


Pasal6 

(1) 	 Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksan~ RPJMD 

yang telah dituangkan kedalam Renstra dan Renja S~D' 

periode sebelumnya; . ' " . 


(2) 	 Kepala. Bappeda menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan' 
RPJMD berdasarkan hasil evaluasi KepalaSKPDsebagaimaria: ' ',: 
dimaksudpada ayat (1);. . . 

(3)· 	Hasil evaluasi sebagaimanfi!. dimaksud pada ayat (2) menjadi 

bahan. ·bagi.. penyusUhan rencana pembangunan tahunan 

untuk'periode berikutnya. . 




\ ", 
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Pasa17 

EVa.l:uasi "kUlerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator 
kinerja yang tela,h ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap 
sesuai dengan' peraturan perundangan yang bertaku. ' 

BABVl 
KETENTuAN PERALIHAN 

PasalS 

Dalarr(hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target, 
sasaran" kebutuhan pembiayaan dalain RPJMD Provinsi Sulaw~si :', ' 
T~ngg~ maJm penyesuaian dllakukan melalui penyusunan RKPD, " 
Kebijakan Umum Anggaran Penciapatan dan Belanja Daerah dan 
Prioritas ,Plafon Anggaran Semen tara ,serta Anggaran Pendapat1Ul ' 

, Dan Belanja Daerah;' ", 
, , 

BAB VII 
KBTBNTUAN PEliUTUP 

Pasal9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan' ,,' 
penguncif:lIlgan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dala,m 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

~ ,', 

Ditetapkan di Kendari, 
'pada tan~~ " AcivsN:> 2013 

'. " 

GUBE&!R~fllt{sllta 

~.. : . '\" 

2013. 
.,'" ," ' 

. , 

, ' 

" t, 

LEMBARANDAERAH PROVINSJSULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 
NOMOR r, 

.. 

' ' 
, 

, 

"-, -'.. 


